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Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin
mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh
adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai
konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam
komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya,
pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara (pusat dan daerah).Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu
menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik
dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan
atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi
masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan
dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan
mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan
interpretasi dalam pembahasan. Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-
Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU
17/2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan
transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai
salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.
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A. Introduction

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang
semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain
oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai
konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam
komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya,
pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara (pusat dan daerah).Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu
menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik
dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.Penelitian yang menguji pengaruh penyajian
laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi
keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap
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dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh
mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi
saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini
terutama disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada
daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber
daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagali
konsekuensinya pemerintah daerah harusdapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan
daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah
harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka
kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Akan tetapi, upaya perbaikan
penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh
pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
pemerintah daerah.!

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi
dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan
keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang
berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.
Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara
lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu,
pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran
aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan
keuangan daerah.’

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian
Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola
keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good governance),
yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pilar-pilar ini menjadi azas dalam
semua peraturan pelaksanaan UU17/2003. Komitmen pemerintah untuk mendukung
pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisir melalui penetapan Undang-Undang Nomor

! Siti Aliyah, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan
Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara”, Jurnal
Akuntansi dan Auditing Vol. 8, No. 2, 2012.

2 Dominikus Ledo dan Sri Ayem, “Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Kajian Bisnis Vol. 25 No. 2, 2017.
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14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat
aturan pelaksanaan di tigkat kementrian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana
implementasi UU14/2008 ini.

Untied Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the
Pasific)mendefinisikan good governance (Tata kelola yang baik) adalah Proses dan institusi
menghasilkan hasil yang memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan
penggunaan sumber daya daerah dengan baik. Konsep efisiensi dalam konteks Good
Governance(Tata kelola yang baik) juga mencakup penggunaan sumbel daya alam secara
berkelanjutan dan dalam pengawasan pemerintah.Tata kelola lebih daripada ketaatan
keuangan tapi mengandung elemen elemen kepemimpinan dan struktur manajemen.
Berhubungan dengan pengungkapan tata kelola dan eksplorasi terhadap kerangka konseptual
dari berbagai sektor publik. Manfaat dari hal ini adalah lembaga pemerintah dapat
mengungkapkan informasi, sesuai struktur yang ditentukan tentang pencapaian suatu
lembaga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari tahun ke tahun. Tata kelolayang baik
setidaknya ditandai dengan tiga elemenyaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal.?

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana regulasi
terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Dan apa faktor yang mendesak
transparansi keuangan daerah? Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau
kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi
masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan
dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan
mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan
interpretasi dalam pembahasan.

B. Discussion

1. Regulasi Terkait Dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa Salah satu
upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang
telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam
Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003
tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan
negara merupakan keniscayaan.

Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud “transparansi” dan
“akuntabilitas” pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004
tentang Perbendaharaan Negara). Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan
Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahunm 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua
peraturan ini ditemukan batasan “transparansi”’: Memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

® Ritno Rondonuwu, dkk, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”, Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4, 2015.
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hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang undangan. Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan
merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung
bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.
Pertanyaan berikut muncul tentang alasan “mengapa pemerintah harus transparan kepada
warga/masayarakat?” Regulasi menjelaskan beberapa alasan yang mengharuskan badan
publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat.

Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP):

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya lahir dari sebuah sistem
pemerintahan yang baik pula (Good Governance). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
menjelaskan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, meliputi:

a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggarapemerintahan agar

mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala
bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.

d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang
baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan
prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut
kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung
jawab.

g. Supremasi hukumdan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya
penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi
HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai Prinsip ini
memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat
terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak
menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yangbaik adalah titik awal dari
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transparansi. Karenanya prinsip-prinsip transparasi paling tidak dapat diukurmelalui sejumlah
indikator seperti : (1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan publik; (2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-
pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses
didalam sektor publik; (3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparatpublik didalam kegiatan melayani.
Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik,pada akhirnya akan membuat
pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan
dengan proses maupunkegiatan dalam sektor publik. Transparansi akan menjamin semua
tindakan yang dilakukan olehinstitusi publik menjadi terang dan jelas sehingga dapat
dikontrol jalannya oleh publik dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sedini mungkin jika
terdapat kekeliruan (penyimpangan) sebelum terjadinya kegagalan secara menyeluruh.*

Pengertian transparasi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Transparansi sebagai

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung
dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparasi dapat diketahui banyak pihak
mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus
selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Sejumlah temuan penelitian di
berbagai Negara menjelaskan bahwa pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa
terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik berdampak positif bagi
kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah
satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Dalam konsep administrasi publik disebutkan bahwa hak atas informasi meliputi:®

a. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam
menjalankan fungsi publiknya (right to observe);

b. Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information);

c. Hak publik untuk berpatisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (right to
participate);

d. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free &
responsible pers);

e. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (right to appeal)
baik melalui administrasi maupun adjudikasi (mengunakan sarana pengadilan semu,
arbitrasi maupun pengadilan).

Regulasi transparansi keuangan dalam 3 tahapan siklus keuangan yaitu:’

a. Transparansi tahap penganggaran, Ketentuan yang mengharuskan transparansi dalam
tahapan penganggaran (penyusunan APBD) diatur dalam Pasal 103 Permendagri 13
tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal
tersebut disebutkan bahwa:

1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD vyang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada kepala daerah;

2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;

* Noverman Duadji, “Good Governance Dalam Pemerintah Daerah”, Jurnal MIMBAR Vol. 28 No. 2

2012.

> Agustinus Salle, “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Keuda Vol. 1
No. 1, 2016.

° Ibid.,

" Ibid.,
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3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah
daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang
direncanakan;

4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh
sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, transparansi dalam tahap penganggaran diatur dalam PP 56/2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam aturan ini diatur bahwa pemerintah

daerah menyelenggarakan SIKD di daerah masing-masing dengan menyampaikan

informasi keuangan kepada masyarakat. Pasal 11 dan 12 menyebutkan ketentuan
tersebut:

Pasal 11: Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing.

Pasal 12: Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai

tujuan:

1) membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan
pengelolaan keuangan daerah;

2) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;

3) membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi
kinerja keuangan daerah;

4) membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;

5) menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan

6) mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD
secara nasional.

b. Transparansi tahap pelaksanaan, Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan
anggaran dapat ditemukan dalam Permendagri 13 tahun 2006, khususnya pada pasal
yang mengatur Pengendalian Internal:

1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian
tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundang-undangan.

3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memenubhi criteria.

c. Transparansi tahap pelaporan dan pemeriksaan, Regulasi yang mengharuskan
transparansi diatur dalam (1) PP 24/2005 dan PP 71/ 2010, (2) UU 15/2004, dan (3) PP
3/2007. Dalam PP 24/2005 dan PP 71/ 2010 yang mengatur Kerangka Konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan kelompok utama pengguna laporan
keuangan pemerintah: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan (4) pinjaman; dan pemerintah. Sebagai pengguna informasi, warga
masyarakat pertama-tama berhak atas laporan keuangan yang disusun pemerintah
daerah. Warga masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan harus mendapatkan
laporan keuangan sesuai ketentuan di atas. Dalam Pasal 19 UU 15/2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga
perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak
termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-
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undangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi
dari hasil pemeriksaan BPK (Pasal Regulasi lain yang mengatur transparansi dapat
ditemukan dalam PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ILPPD).

2. Faktor Yang Mendesak transparansi Keuangan Daerah

Perkembangan otonomi daerah pada saat ini mencerminkan adanya respon masyarkat akan
tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Penerapan prinsip-prinsip
good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan
tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki
posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun
pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.Pemerintah
Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis
mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan
peningkatan kualitas sumber daya. Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas. Terdapatnya
asymetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan
pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh
manajemen, Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya
maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan
berguna dalam pengambilan keputusan.®

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang
dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang
digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah
otonom. PAD tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahawa pemerintah
daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. kinerja yang tinggi merupakan sinyal yang
baik dari manajemen publik. Pemerintah daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan
informasi lebihbanyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula. Ukuran
pemda adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah ukuran pemda dinilai dari total
aset suatu pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk
melakukan transparansiatas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik
melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.’

Semakin besar total aset maka akan semakin besar sumber daya yang digunakan untuk
melakukan pengungkapan yang lebih baik sehingga diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan
aset yang lebih baik juga Kompleksitas pada pemerintahan bisa diartikan sebagai kondisi
dimana baik secara langsung maupun tidak langsung pemerintahan dipengaruhi oleh beragam
faktor dengan karakteristik yang berbeda. Kompleksitas pemerintahan dihitung menggunakan
jumlah penduduk.Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan
penyediaan layanan publik di setiap daerah. populasi penduduk yang lebih besar berarti
pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang jauh lebih juga kepada masyarakatnya.
Dengan demikian penduduk yang besar akan meningkatkan kompleksitas pemerintah dalam
menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Semakin besar populasi penduduk maka
semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya

8 Nasrul Kahfi Lubis, “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan
Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan”, Jurnal JENSI Vol. 1 No. 2 2017.
% Resti Febriya Ningsih, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi
Keuangan Daerah Via Website”, (Artikel) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Tahun 2018.
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dikarenakan pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai abdi masyarakat. Belanja daerah
meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk melindungidan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah, semakin tinggi
pula tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. semakin tinggi tingkat pelayanan
yang diberikan, seharusnya semakin tinggi pula keinginan pemerintah daerah untuk
mengungkapkaninformasi pelayanan pada website pemerintah daerah. belanja daerah
berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah.

Desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir makin menguat karena
beberapa faktor. Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan
efektifitas belanja publik. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah
termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan
pengawasan Yyang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan
melaksanakan belanja. Pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini hanya
dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah.

Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan
mendorong pemberantasan korupsi. Berbagai regulasi telah memberi peluang kepada warga
ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi telah dipahami banyak warga, dan
jumlah ini terus bertambah karena berbagai penyiaran dan kampanye melawan korupsi selama
ini. Informasi yang transparan tentang keuangan akan membantu publik mengawasi prilaku
korupsi.

Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi
informasi. Penyajian informasi kepada publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya
untuk memproduksi informasi. Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi
informasi-seperti internet-maka permasalahan tingginya biaya informasi ini sudah dapat
diatasi. Warga juga dapat memperoleh biaya informasi yang murah dengan mengakses
informasi dengan menggunakan perangkat warnet dan modem yang makin banyak tersedia di
perkotaan.

Faktor keempat ialah ditetapkannya perundangan tentang keterbukaan informasi publik -
KIP (UU 14/2008). Lahirnya undang-undang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan
Negara untuk melaksanakan transparansi informasi. KIP ini secara meluas telah disebarkan ke
warga masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini.

Faktor kelima ialah kebebasan menyatakan pendapat. Dalam alam demokrasi sekarang ini
kebebasan menyatakan pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapat
ini diwujudkan dalam bentuk tulisan atau lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak
memperoleh informasi. Dengan semakin luasnya kebebasan menyatakan pendapat, maka
diperkirakan warga yang sadar dan menuntut hak memperoleh informasi akan semakin
meningkat di masa yang akan datang.

C. Conclusion

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali
disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003).
Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa
pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.
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Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja
publik. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk
kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang
baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja.
Pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta
transparansi keuangan daerah. Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan
dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Berbagai regulasi telah memberi
peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi telah
dipahami banyak warga, dan jumlah ini terus bertambah karena berbagai penyiaran dan
kampanye melawan korupsi selama ini. Informasi yang transparan tentang keuangan akan
membantu publik mengawasi prilaku korupsi. Faktor ketiga, transparansi keuangan juga
semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Penyajian informasi kepada
publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya untuk memproduksi informasi.
Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi-seperti internet-maka
permasalahan tingginya biaya informasi ini sudah dapat diatasi. Warga juga dapat
memperoleh biaya informasi yang murah dengan mengakses informasi dengan menggunakan
perangkat warnet dan modem yang makin banyak tersedia di perkotaan. Faktor keempat ialah
ditetapkannya perundangan tentang keterbukaan informasi publik - KIP (UU 14/2008).
Lahirnya undang-undang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan Negara untuk
melaksanakan transparansi informasi. KIP ini secara meluas telah disebarkan ke warga
masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini. Faktor kelima ialah
kebebasan menyatakan pendapat. Dalam alam demokrasi sekarang ini kebebasan menyatakan
pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapat ini diwujudkan dalam
bentuk tulisan atau lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak memperoleh
informasi..
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